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Bahwa, dikarcnakan semakin pesatnya perkembangan beberapa
kawasan kota di Kabupaten Acch. Singkil dan khususnya Kota
Singkil.

Bahwa untuk menjamin kosistensi perkembangan Kota Singkil,
batk sccara internal maupun eksternal serta sebagai dasar bagi
penyusunan program pembangunan lintas sektoral daerah dalam
jangka menengah dan jangka panjang, dipandang perlu disusun
Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Singkil.
Bahwa, untuk hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Qanun
Dacrah.

Undang-undang No. 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Acch Singkil.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 No. 2043).

Undang-undang No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1980 No. 83).

Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990
tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya..
Undang-undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvens;
PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati.



8. Undang-undang  No. 23 Tahun 1997 tentang  Pengelolaan
Lingkungan Ilidup.

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan Kawasan Lindung,

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33, Tahun 1998
tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser.

1. Pcraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang -Analisis
Dampak Lingkungan.

12. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1987 tentang Penycrahan
Scbagian  Urusan Pemerintahan  dibidang Pckerjaan  Umum
Kepada Dacrah (I.embaran Ncgara Republik Indonesia Tahun
1987 No. 259).

13. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1988 tcntané Koordinasi
Kegtatan Instansi Vertikal di Dacrah,

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang
Pedoman  Penyusunan  Perencanaan  dan Pengendalian
Pembangunan di Dacrah. ’

I5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 1987 tentang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kota,

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 1988 tentang
Petunjuk Pclaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 1987

17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 640/PKB/1986 tentang
Perencanaan Tata Ruang Kota.

I8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang
Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan,

19. Peraturan Menteri Pckerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tentang
Garis  Sempadan  Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah
Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1986 tentang

- Penctapan Batas Wilayah Kota di scluruh Indoncsia.

21. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 34 tahun 1986 Pelaksanaan
Permendagri No. 7 Tahun 1986

22 Keputusan  Menteri  Dalam Negeri No.  650-658  tentang
Keterbukaan rencana Kota untuk Umum.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
MEMUTUSKAN

Menctapkan  © QANUN DALRAIT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) SINGKIL
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Dacrah ini yang dimaksud dengan :

m.

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

Dcwan Pcrwakilan Rakyat Dacrah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Acch Singkil.

Kcpala Dacrah adalah Bupati Kepala Dacrah Kabupaten Acch Singkil.

Qanun Dacrah adalah Qanun Dacrah Kabupaten Acch Singkil

BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Acch
Singkil '

RUTRK adalah Rencana Umum Tata Ruang Kota Singkil, merupakan rencana
pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan
antar scktor dalam rangka pembangunan kota di Wilayah Kota Singkil.

Wilayah adalah kesatuan geografis dengan wujud struktural pemanfaatan ruang
yang menggambarkan perwujudan, pemanfaatan sctiap ruang dan ikat manfaat
ruang di wilayah Kota Singkil.

Wilayah Pcrencanaan adalah wilayah yang diarahkan pcmanfaatan ruangnya
scsuai dengan  masing-masing jenis rencana kota yang berada di dalam wilayah
kota.

Kawasan adalah wilayah peruntukan khusus yang berada di wilayah Kota Singkil.
Lahan adalah yang sudah jclas peruntukannya yang berada di wilayah Kota
Singkil

Bagian wilayah kota (BWK) adalah bagian dari wilayah pcmbangunan yang
dibatasi olch batas geogralis atau batas fistk dan berfungsi scbagai pusat
pclayanan bagi penduduk dikitarnya.

Sub bagian wilayah kota adalah bagian dari BWK yang berfung,sn sebagal pusat
pelayanan bagi penduduk disckitarnya.

Sistem transportasi adalah suatu rangkaian kegiatan transportasi yang terpadu,
meliputi kecgiatan pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang
maupun barang.

Fungsi primer adalah fungsi kota dalam hubungannya dcngjan kedudukan kota
scbagai pusat pclayanan jasa bagi kcbutuhan pelayanan kota dan w1layah
pengembangan.

Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lm;:,kung,an
pemukiman yang meliputi fasilitas pendidikan, keschatan, perbelanjaan dan niaga,
pemerintahan/perkantoran dan  pelayanan  umum, peribadatan, rekreasi dan
kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka serta pemakamam umum.

Utilitas umum adalah bangunan-bangunan vyang dibutuhkan dalam sistem
pclayanan lingkungan yang disclenggarakan oleh Instansi Pemerintah, terdiri
antara lain jaringan air bersih, listrik, gas, telepon, terminal, angkutan umum/bus,
shelter, kebersihan/pembuangan sampah dan pemadam kebarakan.

Prasarana lingkungan adalah kelengkapan lingkungan yang meliputi antara lain :
jalan, saluran, pembuangan air limbah dan saluran pembuangan air hujan.
Jaringan/saluran makro adalah jaringan/saluran utama (primer)



Jaringan/saluran makro adalah jaringan/saluran utama (primer)
Jaringan/saluran mikro adalah jaringan/saluran penunjang (sckunder)
Air limbah adalah air kotor hasil pcmbuangan dan air imbah
Air  bersih adalah air yang memenuhi standar penggunaan secara higenis,
(keschatan).
Koocfisicn Dasar Bangunan yang sclanjutnya discbut KDB adalah perbandingan
antara luas lantai dasar terbagun tcrhadap luas kavling yang dinilai dengan
proscntasc.

v, Koefisicn Lantai Bangunan yang sclanjutnya discbut KLB adalah perbandirigan
antara luas lantai terbangun terhadap luas lantai bangunan.
Garis Scmpadan Bangunan yang sclanjutnya discbut GSB adalah gans pengaman
bangunan yang ditentukan menurut standar.

. PPNS adalah penyidik Pengawai Negeri Sipil yaitu Penjabat Pengawai Negeri
Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban  melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Dacrah Kabupaten Acch Singkil.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RURTK Singkil adalah scbagai upaya meningkatkan kualitas
kchidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan scsual dengan
aspirast warga kota.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RUTRK  Singkil adalah untuk menciptakan  kchidupan dan
penghidupan warpa kota yang tertib, scjahtera, makmur dan schat melalui :

a. Pewujudan pemanfaatan ruang kota yang scrasi dan scimbang scsuai dengan
kcbutuhan pertumbuhan dan perkembangan kota serta kemampuan daya dukung
lahan yang terscdia.

b. Perwujudan pemanfaatan ruang kota scjalan dengan tujuan scrta kebijaksanaan
pembangunan dacrah, regional dan bahkan nasional.

BAB I
RUANG LINGKUP DAN BATAS WILAYAII KOTA
Pa§al4

1. Kota Singkil dan Wilayah sckitarnya memiliki luas wilayah sbesar 14.726,15 Ha,
meliputi 13 (tiga belas) administrasi desa.




a. Scbelah Utara - Krueng Singkil dan Kecamatan Gunung Meuriah
b. Scbelah Sclatan . Lautan Indonesia/Samudera Hindia
c. Scbclah Barat - Krucng Singkil
d. Scbelah Timur : Lac Siburian Gosong Teclaga
BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SINGKIL

Pasal 5

Rencana peruntukan ruang scbagaimana dimaksudkan dalam pasal ini tertuang dalam
pcta skala 1 : 10.000, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Qanun Dacrah ini.

Pasal 6

1. RUTRK mecrupakan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan peclaksanaan
pembangunan fisik di wilayah Kota Singkil, dalam jangka waktu 10 tahun.

“““ « __mgwwasan yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini,
w27 Galam bcntuk perijinan, pengawasan dan tindakan lainnya sesuai
zngan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB YV
KEBLJIAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA

Pasal 7
Fungsi Kota

1 Singkil diarahkan berfungsi scbagai :

usat Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil
Jusat Perdagangan dan Jasa

Pusat Pemukiman dan Pclayanan Sosial
Pusat Pengembangan Eko Wisata

Pusat Kegiatan Agro Industri -

Pusat Kegiatan Pelabuhan



Pasal 8
Araha Kebijaksanaan Pengembangan Kota

rengembangan kota sampai tahun 2010 diarahkan kepada :

L

Pengendalian dan pengembangan  keadaa fisik kota pada kawasan-kawasan
tertentu yang memiliki intensitas tertinggt ol

y. Pendistribusi sub-sub pusat pclayanan kota pada kawasan yang relatif masih
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rendah intensitasnya yang memungkinkan untuk dikembangkan potensinya.

Pasal 9
Landasan Kebijaksanaan Pengembangan Kota

Sccara kescluruhan titik utama pengembangan fisik kota diprioritaskan pada
kawasan pusat Kota Singkil saat ini dan diarahkan ke wilayah Gosong Telaga.
Mendistribusikan scbagai pusat kegiatan kota yang saat ini cenderung memusat ‘di
Kota Singkil yang meruapakan kawasan pusat kegiatan Kabupaten Acch Singkil
scbagaiman discbut ayat (1) pasal .

Mendorong perkembangan kawasan yang memiliki potensi sesuai dengan rencana
struktur tata ruang kota.

Mecmindahkan scbagian kegiatan fungsi primer pclayanan kota ke wilayah
pecngembangan baru.

Pasal 10
Kebijaksanaan Kependudukan

Penycbaran  penduduk  diutamakan  pada  dacrah  yang memiliki - kepadatan
penduduk rendah,
Kepadatan penduduk diarahkan dengan rincian

a. Kecpadatan rendah ; 0 - 30 jiwa/ha
b. Kepadatan sedang : 31 - 60 jiwa/ha
c. Kcepadatan tinggi ; 61 - 90 nwasha

Pasal 11
Kcebijaksanaan Pemanfaatan Ruang Kota

Penataan dan relokasi kegiatan kota yang sudah tidak scsuat dengan
peruntukannya dan perkembangan perkotaan.

Pemerataan pengembangan prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas
sosial ke scluruh bagian wilayzh kota.

Pengembangan dan pemerataan fasilitas dan utilitas umum ke scluruh bagian
wilayah



Memprioritaskan pengembangan kegiatan kota ke arah timur kota, scdangkan
bagian sclatan kota pengembangan kegiatannya perlu diabtasi dan kendalikan,
karcna adanya arcal rawa-rawa .

Pengendalian dan pelestanian ruang terbuka hijau scbagai paru-paru kota,

keseraian dan keindangan lingkungan,

Pemanfaatan Ruang Kota Singkil sampai tahun 2010 meliputi pengembangan
sarana perumahan, perkantoran, pclabuhan, pariwisata, perdagangan, jasa,
pendidikan, keschatan, peribadatan, kegiatan pelabuhan, ruang terbuka hijau,
konservasi, dan pemakaman /kuburan, pergudangan dan industri serta pertanian.

Pasal 12
Perumahan

Pengembangan kawasan pcrumahan baru untuk jangka panjang scbagian besar
dialokasikan ke arah timur Kota (wilayah Gosong Telaga), sedangkan ke aralt
bagian Utara kota harus dipertimbangkan sccara sclektif guna mengendalikan dan
membatasi pembanguanna fisik di kawasan tersebut, mengingat kondisi lahannya
scbagian berupa rawa-rawa.

Lingkungan perumahan yang ada, ditandai melalui usaha perbaikan (rehabilitasi),
peremajaan dan pengaturan keserasian tata ruang,

Lingkungan perumahan di wilayah pusat kota diarahkan untuk lmkungan
pcrumahan kepadatan tingg1.

Lingkungan perumahan di wilayah Utara Kota, scbagian besar dialokasikan untuk
lingkungan perumahan kepadatan dacrah.

Pengembangan kawasan perumahan baru, dialokasikan di wilayah Gosong Tclaga.

Pasal 13
Perkantoran

encana peruntukan lahan perkantoran untuk mendukung kegiatan di Kabupaten -
icch  Singkil, alokasi ruang kawasannya diarahkan di Desa Pulau Sarok dan Gosong
claga pada ruas jalan Kota Singkil - Gosong Telaga, dan mempertahankan kawasan
erkantoran yang sudah ada

Pasal 14
Pelabuhan

encana pcruntukan lahan pclabuhan umum tetap dipertahanakn pada kawasan
¥abuhan yang sudah ada di Desa Pulau Sarok, dan dikembangkan untuk Peclabuhan
znycberangan dan Niasa (Pclabuhan Samudra).-



Pasal 15
Pariwisata

1. Kegjatan pariwisata yang dikembangkan yaitu kcgiatan taman wisata berupa
penorama pantat,

2. kegiatan pariwisata dengan pengembangan Eko Wisata di kawasan Danau Anak
Laut wilayah Gosong Tclaga.

3. Rencana pengembangan wisata bahari dialokasikan discpanjang Muara Sungai
Singkil

Pasal 16
Yoy
Perdagangan Umum

Rencana peruntukan kawasan perdagangan, yaitu dengan mengembangkan kawasan
perdagangan yang sudah ada yang berada di bagian pusat kota (pasar Singkil) serta
menycdiakan sub terminal angkutan kota. Dikembangkan perdagangan grosir dau’
ceeran.

Pasal 17
Jasa

1. Penggunaan lahan untuk kegiatan jasa komersial umum diarahkan di pusat kota
(Pasar Singkil dan Pulau Sarok) bersatu dengan kawasan perdanganan;.

2. Rencana peruntukan lahan untuk jasa yang melayani kegiatan pelabuhan
dialokasikan di desa Pulau Sarok.

3. Scgala jenis usaha yang berkaitan dengan ayat di atas diatur dengan SK Rupati.

Pasal 18
Pendidikan

I. Penggunaan lahan untuk kegiatan pendidikan Dasar diarahkan lokasinya pada
scluruh bagian wilayah kota dengan tetap mempertahankan sarana pendidikan
yang ada. :

2. Kegiatan pendidikan tingkat menengah lokasinya diarahkan di wilayah pusat Kota

Singkil dan Gosong Tclaga :

F.cgiatan Pendidikan Tinggi dialokasikan di desa Gosong Telaga

|95 ]

Pasal 19
Keschatan

1. Peruntukan lahan untuk kawasan kcschatan (Puskesmas) diarahkan lokasinya di
setiap BWK.



2. Pengembanan  kegratan  keschatan berupa Pos Yando diarahkan di setiap
lingkungan/dcsa dalam wilayah Kota.

3. Pcngembangan Rumah Sakit Umum (RSU) dialokasikan di Desa Gosong Telaga

4. Pcnggunaan lahan untuk kecgtatan berupa balai pengobatan, klinik, apotek arahkan
di kawasan Pusat Kota.

Pasal 20
Pertbadatan

Penggunaan  lahan untuk  Kegiatan  peibadatan  discsuaikan  dengan  standar

kebutuhannya yang tclah ditetapkan

1. Mesjid Kota dialokasikan di Dcsa Pulau Sarok

2. Mesjid lingkungan/Mcunasah lokasinya menycbar di sctiap lingkungan dalam
wilayah Kota Singkil *

Pasal 21
Kegiatan Perikanan

Tempat pelelang ikan (TP1) dan tempat, pendaratan kapal ikan (Pclabuhan nelayan)
scrta tempat pengolahan ikan dialokasikan di Desa Pulau Sarok atau Kilangan.

Pasal 22
Olah Raga dan Ruang Terbuka Hijau

1. Taman kota dan tempat olah raga dialokasikan menycbar di sctiap bagian wilayah

kota dan mempertahankan yang sudah ada. :

Ruang terbuka hijau yang ada; terdini atas hutan Kota, scmpadan pantai, sungai

dan taman Kota perlu dilestarikan keberadaannya.

3. Lahan dengan kestabilan rendah dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan
scbagat para-paru kota.

4. Kawasan Olah Raga Kabupaten (Stadion Olah Raga) dialokasikan di Gosong
Telaga

[oS]

Pasal 23
Kawasan Konscrvasi

Kawasan konservasi itu meliputi :

1. Sepanjang kiri-kanan sungai dan jalur pantai, dengan besarnya ditetapkan menurut
standar yang berlaku di daerah.

2. Dacrah rawa-rawa (gambut) yaitu di sebelah utara dan scbagian selatan kota.



Pasal 24
Pemakaman/Perkuburan

Penggunaan lahan untuk pemakaman diarahkan di scbelah timur dan utara kota (di
dalam kawasan hijau) Distribusikan sccara proposional sesuai kebutuhan. 4

1
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I’asal 25
Perparkiran

Kawasan perparkiran di Kota Singkil pengalokasiannya bersatu dengan kawasan
perdagangan, perkantoran, dermaga pelabuhan dan tempat rckreast,

Pengaturan dan penentuannya diatur dengan Surat keputusan Bupati Kabupaten
Acch Singkil

Pasal 26
Kebijaksanaan Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Rencana struktur utama tingkat pelayanan kota diarahkan untuk menciptakan

pusat-pusat lingkungan baru disctiap bagian wilayah kota, mcgoptimatkan potensi

dan fungsi jaringan jalan dan menentukan arah pengembangan kota.

Tata hirarki/jenjang fungsi-fungsi pelayanan kota, yaitu sebagai berikut :

a_ Fungsional primerfutama, yaitu jenis keglatan yang mempunyai  struktur
pelayanan tingkat regional.

b. Fungsi sckunder pertama, yaitu jenis kegiatan yang mcmpunyai  struktur
pelayanan tingkat kota.

c. Fungsi sckunder kedua, yaitu jenis kegiatan yang mempunyai  struktur
pelayanan bagian wilayah kota. Fid

d. Fungsi sckunder ketiga,  yaitu jenis yang tcrdapat dan mclayani suatu
lingkungan. 5 °

Pasal 27
Kcbijaksanaan Transportasi

Sistem transportasi diarahkan untuk menunjang perkembangan sosial ckonomi,
perdagangan, pelabuhan, pariwisata dan pertahanan keamanan nasional.
Menycediakan sistem transportasi ierpadu (darat, laut, dan udara) meliputi kegtatan
pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang maupun barang,
meningkatkan dan mengembangkan serta mempertegas fungsi jaringan jalan,
dilanjutkan dengan pengaturan lalu lintas yang optimal, pembangunan dan
pengaturan sarana terminal, mengembangkan metode (jenis, sitem) angkutan,
pengembangan sirkulasi lalu-lintas, lokasi/areal parkir dan tata hijau kawasan
sepanjang jalan serta menciptakan keindahan kota sekaligus untuk tercapainya
keseimbangan lingkungan kota.

10



Jaringan penghubung darat fungsinya diklasifikasi terdin dari :

a. Jalan Arteri primer, jalan penghubung antara ruas jalan Kota Singkil — Gosong
Tcaga — Rimo — Subulussalam — Tapaktuan — Banda Acch atau Mcdan,

b. Jalan Arteri Sckunder, jalan utama kota yaitu ruas jalan Bahari, Ahmad Yani,
Perdagangan, Mcsjid, Mcrdcka dan jalan Sycch Abdu Raul.

c¢. Jalan Kolcktor merupakan jalan pengumpul, yang menghubungkan ruas jalan
arteri, yaitu ruas jalan Kota Singkil ~ Paya Bumbung - Rimo - Subulussalam.

d. Jalan lokal primer, adalah jalan ke luar yang menghubungkan antara kavling
perumahan kawasan keglatan tertentu. :

¢. Jalan lokal sckunder, adalah jalan yang dalam kota menghubungkan kavling
perumahan dengan kavling perumahan lainnya.

Terminal dialokasi di wilayah bagian utara Desa Pulau Sarok pada ruas jalan

kolcktor Pusat Kota - Paya Bumbuny, — Rimo.

Pelabuban laut denpan Pelabuhan Samudera tetap dialokasikan pada pelabuhan

laut Singkil saat il

Pelabuhan Udara diarahkan alokasinya di Wilayah Gosong Telaga.

Pasal 28
Kebijaksanaan Pelayanan

Penycdiaan fasilitas sosial umum akan discbarkan pada pusat-pusat pelayanan
kota, sub bagian wilayah kota, dan pada lingkungan pcrumahan sesuai dengan
kcbutuhan dan fungs

Menctapkan standar luas lahan-lahan dan tingkat pelayanan fasilitas sostal umum
bagi wilayah-wilayah yang memiliki kecenderungan perkembangan.
Memprioritaskan penyediaan Jahan untuk pengembangan fasilitas sosial umum
bagi wilayah-wilayah yang memiliki kecenderungan perkembangan

Meningkatkan kualitas dan kuantitas pclayanan kota.

Pasal 29
Kcbijaksanaan Pengembangan Sarana Perckonomian

Penycbaran dan pemerataan pusai-pusat kegiatan perekenomian sesual dengan
struktur pelayanannya;

Mecnertibkan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan membangun sub terminal
unuk membantu kegiatan perdaganga;

Mengemtangkan usaha home industri (Industi Non Polusi) di bagian barat
wilayah kota untuk menunjang kegiatan parniwisata
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a. Mempertahankan drainasc-drainase alami yang sudah ada (sumsss e
dan laut) dengan mecnjaga kapastiannya dengan cara normalisasi sunea: ot
alur yang menjadi saluran air hujan;

b. 'Pcmbang,unan kanal-kanal yang dapat berfungsi sclam scbagax saluran

pembuang juga scbagai kawasan pariwisata; _

Normalisasi drainasc pada lahan yang telah terbangun serta jalan-Jaldn
Pembangunan drainasc yang memadai;

¢. Mengendalikan dan memperketat peraturan pendirian bangunan di daerah
aliran sungai yang dimanfaatkan scbagai saluran air hujan; )

(. Pembuatan sistem drainasc dart sctiap perumahan menunju dramasc utama
‘atau langsung ke eunwal alau alur dan laut yang terdckat. |

A o

Pasal 34
Saluran Air Limbah

Saluran air-hmbah di Pusat Kota gnwkli akan dikembangkan meng gunakan sistem
rioolering tanpa pengolahan serta s.cpuk tank dan bidang penycrapan.

- Pasal 35
Pengelolaan Sampah

Untuk mengclola sampah di wilayah Kota Sigkil dibutuhkan :
1 Penampungan sampah rumah tangga di sctiap umit lingkungan
2. Pengumpulan sampah dan pcmuknman }\e Tempat Pembuangan Sementara
(TPS)/Transfcr Dipo; | ' sk
3. Pengangkutan sampah dari TPS/’ I-‘ran_sfcr Dipo kc Tempat Pembuangan Akhir
LR AT ' = ' '
4. Pengembangan 1 cmpat Pcmbuangan Akhir (TPA);,

| Pasal 36
Jarmgan Telepon

. Pengembangan jaringan Lc,lcpon ditujukan untuk memenuhi kcbu*uhan sarana

tcleckomunikast perumahan, somal pcerkantoran, kawasan pclabuhan dan l\awasan

strategr lainnya. |

Pengembangan sistem Jarm&un

a. Mengrahkan sistem jaringan telepon bawah tanah dan janinagn tclcpon udara;

b. Pengembangan scntra tclcpon otomat dengan kapasitas pclayanan yang
optimal;

o
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Pasal 37
Pemanfaatan Air Baku

1. Sumber air baku (sumur gali) yang ada di Kota Singkil rata-rata kurang dapat
dimanfaatkan untuk kebutuhan schari-hari karena air baku terscbut mbnﬂandung -
kader IFe (best) tinggt, |

Untuk kebutuhan air baku dapat dipasok dari Sumber All’ Krucna Smgl\ll dcngan
sistem perpipaan dan air sumur dalam (Artesisi);

[~

BAB VII

Pasal 38
Pengendalian Penggunaan Ruang

I’Ln5u1dalmn intensitas penggunan ruang meliputi

- Ketinggian bangunan

- Penanganan bangunan

- Intensitas penggunaan tanah dan bangunan (IPTB)

Pasal 39
Ketinggian Bangunan

Ketinggian bangunan di wilayah Kota Singkil diarahkan sebagaan bcnkut

. Disepanjang jalan arteri kota ketinggian bangunan antara ] sampaJ 2 lantai
diarahkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran;

b. Di scpanjang ruas jalan korcktor diarahkan mcmpunym ketmggxan bangunan
maksimum 2 lantai, diarahkan untuk kegiatan Jasa perkantoran, kegiatan
banguann sosial dan pcrmuk:man |

>. Discpanjang jalan lingkungan perumahan diarahkan ketinggian bangunan
maksimum 2 lantai: . ' ' |

~ Pasal 40
Garis Sempadan

. Gans Scmpadan Bangunan (GBS) ditentukan berdasarkan lcbar badan Jalan
(aacrah manfaat Jaldn/damaja atau Right of Way / ROW) adaiah &

- lalan Arten - =20 meler
- Jalan Koicktor Primer = = |5 mlkter
- Jalan Lokal Pnmer > 10 meter
- Jalan Lokal Sckunder = 4 meter



b.

Gans scmpadan pantai dan sungai di wilayah Kota Singkil ditctapakan yaitu
antara 50 m - 100 m dan gans pantai dan kiri kanan sungai, tcrkccuah pada
kawasan yang diperlukan kepentingan umum.

~ Pasal 41
Intensitas Penggunaan Ruang

o
@

[ntensitas penggunaan ruang dan bangunan meliupti ;

1

to

Kocfisicn Dasar Bangunan (KD13), ditentukan scbagai berikut

- Perumahan | 60 %

- Perkantoran 60 %

- Pendidikan 50 %

- Keschatan | | 60 %

- Perdagangan o 80 % - "
- Pclabuhan i 90 % |

- Parniwisata ' L 20-30%

- Industn - | 30 %

Koocfisicn Lantar Bangunan (KLB), diarahkan maksimal 2 lantai untuk bangunan
perkantoran, perdagangan; pendidikan, keschatan, |

Pasal 42
Penanganan Bangunan

Penanganan bangunan diarahkan pada

A

—

Pembangunan baru

Pceningkatan kondisi bdngjundn

Perbaikan/rchabilitasi

Tidak memperpanjang izin atau membongkar, pada bangunan yang terdapat’ di
kawasan konservasi / scpanjang sempadan sungai dan pantai, sempadan jalan
yang tidak layak huni dan tidak mempunyai izin bangunan yang sah.

BAB VIII
~ Pasal 43 '
PELAKSANAAN RFNCANA UMUM TATA RUANG KOTA SINGKIL

Sctiap pembangunan yang dll'al\sanalum baik olch pcmcrmtah badan swasta
maupun warga kota harus disesuaikan dengan rencana yang dltctapkan dalam
Qanun Dacrah; | | | _
Pembangunan pada bagi wilayah yang bclum tersusun rencananya secara rinci
dapat dilaksanakan sctclah mendapat izin sementara dari Kepala Dacrah;
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3. Bappeda harus memberikan pertimbangan kepada Kepala Dacrah dalam hal ini
pemberi izin sementara, scbagaiman termaksud dalam ayat (2) pasal int :

4. Kcbijaksanaan pclaksanaan dalam mcwujudkan rencana kota, dituangkan dalam
rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Acch Singkil yang
merupakan bagian dari Program Tahunan Daerah. '

~ BABIX
PENINJAUAN KEMBALI -
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA SINGKIL

Pasal 44

Peninjauan kembali RUTRK Singkil dilaksanakan olch Pcmerintah Dacrah sccara
berkala sclambat-lambat sctiap lima (5) tahun sckall. | o

" BABX
KEWENANGAN PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN KOTA

Pasal 45
Kewenangan  Pcrencanaan, pengendalian  dan pcmbangunan': kota scpenuhnya
dilaksanakan olch Bappeda, sclaku pembantu Kepala Dacrah di bidang perencanaan,
dan evaluast pecmbangunan. '

BAB XI
'KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Qanun Dacrah in1 diancam Pidana
kurungan sclama-lamanya 3 (tiga) bulan  atau denda setinggi-tingginya Rp.
5.000.000,- (lima juta rupiah).

- BAB XII
KETENTUAAN PENYIDIKAN

Pasal 47

| Penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Dacrah ini dilaksanakan olch PPNS di
lingkungan Pemcrintan Dacrah yang pengangkatannya sesuai  dengan peraturan
perundang-udangan. L

Dalam peclaksanaan tugas penyidikan, PPNS scbagaimana terscbut pada ayat (1)
pasal int berwenang * | '

to

a. Menerima laporan atau pengaduan dari scorang tentang adanya tindak pidana;
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b.

d.

Meclakukan undak pertama pada saat ini di tempat kejadian serta melakukan

pemeriksaan;

‘Menyuruh berhenti sescorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;

Meclakukan penyitaan benda dan atau surat;
viemanggil sescorang untuk didengar dan diperiksa scbagai tersangka atau
sakst; __ s "
Mendatangkan orang, ahh yang diperlukan  dalam  hubungan dengan

- pemerniksanaan perkara.;

h

(1)

(2)

ey
o
S

(1)

Menghentixan penyidikan sctelah mendapat petunjuk dari penyidik umum,
tindak pidana dan sclanjutnya meclalui penyidik umum memberitahukan hal
tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
Mengadakan  tindakan  lain - menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

BAD X111
KETENTUAAN PERALIHAN

Pasal 48

Penjabaran lebih lanjut dari RUTRK Kota Singkil ini akan diatur dengan |
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan rencana teknis Ruang Kota
(RTRWK).

Pelaksanaan sebagaimana tersebut pada avat (1) pasal ini harus mulaj
difaksanakan sccara bertahap  sclambat-lambatnya | (satu) tahun sctelah
- Qanun Dacrah int di berlakukan. | L

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun Dacrah ini ditctapkan Icbih
lanjut dengan Keputusan Kepala Dacrah.

BAB X1V
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 49

Dengan berlakunya Qanun Dacral ini, maka Qanun Dacrah Kabupaten Acch
singkil scrta ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Qanun
Dacrah i1 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Qanun Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar sctiap
orang mengctahuinya. |

BAB XV
KETENTUAN P ENUTUP
Pasal S0

’claksanaan Qunun Dacrah ini ditetapkan oleh Kepala Dacrah.



Pasal 51

' ng da at
Qanun Dacrah ini mulai berlaku pada ang,g,al dmndag;,l:lif:] A%a;eizgsua oira gd » gan
' | unaangan a " |
ngetahuinya  memerintahkan  peng )
g]e(;c%npdtann)ya dalam Lcmbaran Dacmh Kabupaten Acch Sm. kil.
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O
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Nomor 28 Tahun 2002 Seri D Nomor 13
Pada langgeal 5 Juni 2002
ll An. 3UP/\I L ACEL SINGKIL
SEE
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T
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BAB VI
PRASARANA DASAR

Pasal 30
Utilitas Kota

Utilitas kota yang dimaksudkan dalam pasal imi meliput:
a. Jaringan air bersth

b. Sistem Drainasc :

c. Saluran Air LLimbah

d. Pengclolaan sampah

Jarnnegan Listrik

. Jarmgan Teclepon

. G

Pasal 31
Sistem Perpipaan Air Bersih

. Rencana pengembangan air bersib/air minum di wilayah Kota Singkil
dengan tahun 2010 diarahkan scbagar berikut : -
a. Terpenuhi kebutuhan air bersih seluruh penduduk wilayah Kota Smg_,k:l
b. Meningkatkan kapasitas dan sistem pclayanan air bersih olch PDAM:;
¢. Memanfaatkan sumber air bersth secara optimal.;
d. Membatast penggunaan air tanah (artessis); |
c. Mengembangkan sistem jaringan terpadu dengan jaringan utilitas kota.

2

Mecncari sumber air bersih alternatif yang digunakan untuk kcbu‘.t-uhan 3ir bersi
wilayah Kota Singkil schingga kcbutuhan air bersih penduduk dapat terpenuhi.

Pasal 32
Jaringan Listrik

Sasaran pcngembangan jaringan histrik sampair tahun 2010 sebagat berikut :

1. Peningkatan kapasitas sistem jaringan listrik di wilayah Kota Singkil gune
memenuhs kebutuhan pu'umahdn dan non perumiahan.

2. Mengembangkan sistem janngan listrik yang terpadu dengan Jarmgan utilitas
umum lainnya.
3. Mengarahkan sistem jaringan histrik udara.
Pasal 33
Saluran Air Hujan (Drainase)
b

Pengembangan sistem drainasc di wilayah Kota Smg,kﬂ sampai dengan tahun
2010 adalah scbagai berikut 5 g



